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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Hukum Kemanusiaan Internasional lahir sejak abad ke-19 sebagai upaya 

untuk melindungi pihak yang tidak bersangkutan dan meminimalisir penderitaan 

serta kerusakan dalam suatu konflik. 3 protokol dalam hukum ini dituliskan didalam 

perjanjian pada konvensi jenewa yang terus dikembangkan dan diperbaharui 

sampai saat ini. Protokol pertama pertama berhubungan dengan perlindungan 

terhadap korban konflik bersenjata internasional. Protokol kedua berhubungan 

dengan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata non-internasional. 

Protokol ketiga berhubungan dengan pemakaian lambang tambahan khusus 

(International Committee of the Red Cross, 2014). Perjanjian ini mewajibkan agar 

hukum kemanusiaan dijadikan suatu bagian dalam program militer dan pendidikan 

agar hukum kemanusiaan berlaku seluas-luasnya di kalangan masyarakat.  

Menurut Bates (2015) penyebaran hukum kemanusiaan internasional semata-

mata tidaklah cukup untuk melakukan pencegahan pelanggaran terhadap hukum 

ini, sehingga diperlukannya suatu integrasi menyeluruh terdahap aspek-aspek dan 

perubahan sistem peradaban masa kini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Palang Merah Amerika pada tahun 2011, sebanyak 59% remaja yang menjadi 

responden survei menganggap bahwa menyiksa tawanan untuk mendapatkan suatu 

informasi merupakan sebuah hal yang dapat diterima (Gutierrez, DeCristofaro, & 

Woods, 2011). Survei dari penelitian tersebut menunjukan rendahnya tingkat 

pengetahuan dan kepatuhan remaja akan hukum kemanusiaan internasional, meski 
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tidak menyinggung video game, penelitian tersebut memberikan insight mengenai 

sikap remaja terhadap hukum kemanusiaan internasional untuk penelitian ini. 

Dengan ratusan juta pemain aktif di seluruh dunia, industri video game telah 

menjadi fenomena global yang melebihi ruang lingkup sosial, budaya, geografis, 

usia dan pendapatan (Clarke, Rouffaer, & Sénéchaud, 2012). Berbeda dengan 

media pasif seperti film, televisi dan buku, video game dapat mempengaruhi 

perilaku seseorang dikarenakan pemain berpartisipasi langsung didalam video 

game tersebut. Salah satu genre video game yang populer adalah genre simulasi 

militer. 

Dengan semakin banyaknya produk dan jumlah pemain video game simulasi 

militer tentu hal ini merupakan suatu masalah karena hal ini dapat memicu dan 

mendorong suatu paham kepada para pemain untuk melakukan tindakan terlarang 

(Clarke, Rouffaer, & Sénéchaud, 2012). Video game simulasi militer menawarkan 

pemainnya untuk merasakan peperangan secara virtual, namun banyak video game 

dari genre ini yang kini kurang memberikan unsur pendidikan tentang hukum 

kemanusiaan internasional didalamnya dan justru memberikan perspektif yang 

salah mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam suatu konflik demi 

mengedepankan unsur hiburan untuk meningkatkan penjualan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti melakukan analisa mengenai 

tingkat pengetahuan hukum internasional pemain dan pengaruhnya terhadap tingkat 

kepatuhan pemain terhadap hukum internasional melalui simulasi video game 

militer.  
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1.2. Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Skenario dibuat dalam video game ARMA 3 pada platform PC. 

2. Pengembangan skenario dibuat menggunakan scripting commands 

yang digunakan untuk editor dalam video game ARMA 3. 

3. Data mengenai tingkat pengetahuan pemain diperoleh melalui 

kuesioner. 

4. Data mengenai tingkat kepatuhan pemain diperoleh melalui sistem 

skoring skenario game. 

5. Penelitian terbatas pada aturan hukum kemanusiaan internasional 

sebagaimana yang ditentukan dalam 3 protokol konvensi Jenewa. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan 

suatu masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana hasil dari menggunakan video game simulasi militer 

sebagai sarana untuk mengukur tingkat kepatuhan pemain terhadap 

aturan hukum kemanusiaan internasional? 

2. Bagaimana hasil dari mengukur pengaruh tingkat pengetahuan pemain 

mengenai hukum kemanusiaan internasional terhadap tingkat 

kepatuhannya?  
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1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki maksud dan tujuan yang 

jelas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan membangun skenario video game militer dengan 

mengedepankan aturan-aturan hukum kemanusiaan 

internasional. 

2. Menciptakan suatu sarana yang dapat menjadi tolak ukur tingkat 

pengetahuan dan kepatuhan pemain mengenai aturan hukum 

kemanusiaan internasional.  

1.4.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan haruslah memiliki dampak yang bermanfaat, 

manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

1. Memberikan manfaat bagi pemain sebagai sarana pendidikan 

melalui video game militer, bahwa didalam konflik bersenjata 

terdapat hukum kemanusiaan internasional yang berlaku. 

2. Memberikan manfaat bagi pemain untuk meningkatkan 

awareness mengenai hukum kemanusiaan internasional. 


